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Abstract

This study aims to analyze the effects of apparatus competence, work discipline, service quality, and
information technology utilization on civil servants’ satisfaction as service users at the Regional Personnel
and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of East Kutai Regency, both partially and
simultaneously. This study employed a quantitative approach using a survey method. The population
consisted of civil servants who had used BKPSDM services during March-April 2026, totaling 451
individuals. The sample was determined using the Slovin formula with a 10% margin of error, resulting in
82 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a five-point Likert-scale
questionnaire and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS. The analysis
included validity and reliability tests, classical assumption tests, coefficient of determination, and partial
and simultaneous hypothesis testing. The results showed that apparatus competence had a positive and
significant effect on civil servants’ satisfaction as service users. Work discipline also had a positive and
significant effect on satisfaction. Service quality was found to have a positive and significant effect on civil
servants’ satisfaction, as did information technology utilization. Simultaneously, apparatus competence,
work discipline, service quality, and information technology utilization significantly affected civil servants’
satisfaction as service users. These findings indicate that civil servants’ satisfaction with personnel
administration services is shaped by the integration of apparatus capacity, work discipline, service quality,
and information technology support. Therefore, improving service-user satisfaction requires an integrated
strategy that maintains existing strengths while strengthening employee professionalism, effective
working-time utilization, physical service facilities, and the speed and reliability of digital service access.

Keywords: Apparatus Competence, Work Discipline, Service Quality, Information Technology Utilization,
Civil Servants’ Satisfaction

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, disiplin kerja, kualitas
pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan Aparatur Sipil Negara (ASN)
sebagai pengguna layanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Kutai Timur, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian terdiri atas ASN yang pernah menggunakan
layanan BKPSDM Kabupaten Kutai Timur pada periode Maret-April 2026 sebanyak 451 orang. Sampel
ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh 82
responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner
berskala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Pengujian
meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, koefisien determinasi, serta uji t dan uji F. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan ASN. Kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan ASN, demikian pula pemanfaatan teknologi informasi. Secara simultan, kompetensi aparatur,
disiplin kerja, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan ASN
dalam memperoleh layanan kepegawaian merupakan hasil dari keterpaduan kapasitas aparatur,
kedisiplinan kerja, kualitas proses pelayanan, dan dukungan teknologi informasi. Oleh karena itu,
peningkatan kepuasan pengguna layanan perlu dilakukan melalui strategi yang terintegrasi dengan
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mempertahankan aspek pelayanan yang telah baik serta memperkuat profesionalisme aparatur,
efektivitas penggunaan waktu kerja, fasilitas pelayanan, dan kecepatan akses layanan digital.

Kata Kunci: Kompetensi Aparatur, Disiplin Kerja, Kualitas Pelayanan, Teknologi Informasi, Kepuasan
ASN

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan tidak
dapat dilepaskan dari kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan
publik sekaligus penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang
berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang
profesional. Regulasi tersebut juga menempatkan penguatan sistem merit dan digitalisasi
manajemen ASN sebagai bagian penting dalam pengelolaan aparatur. Dengan demikian,
kualitas layanan kepegawaian tidak hanya ditentukan oleh tersedianya prosedur
administratif, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, kedisiplinan dalam menjalankan tugas,
kualitas proses pelayanan, serta kemampuan organisasi memanfaatkan teknologi informasi.

Perspektif tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan
kepercayaan pengguna sebagai bagian penting penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan
publik mencakup pelayanan barang, jasa, maupun administratif yang harus diselenggarakan
berdasarkan standar pelayanan yang memberikan kepastian mengenai kualitas, kecepatan,
kemudahan, keterjangkauan, dan keterukuran pelayanan. Dalam konteks pelayanan
administrasi kepegawaian, ASN tidak hanya berkedudukan sebagai pelaksana pelayanan
publik, tetapi juga dapat menjadi pengguna layanan internal ketika memperoleh layanan
administrasi kepegawaian dari organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, kepuasan ASN sebagai
pengguna layanan menjadi aspek penting untuk menilai apakah proses pelayanan internal
telah berjalan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna.

Salah satu institusi yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan layanan
kepegawaian di tingkat daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM). Pengelolaan ASN menuntut adanya proses manajemen yang mencakup
pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, pengembangan Kkarier, serta pembinaan
aparatur. PP Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
mengatur sejumlah aspek manajemen PNS, termasuk pengembangan kompetensi dan
penataan jabatan. Sementara itu, manajemen PPPK juga mencakup pengadaan, penilaian
kinerja, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan disiplin sebagaimana diatur dalam PP
Nomor 49 Tahun 2018. Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya
aparatur merupakan bagian integral dari keberhasilan organisasi dalam memberikan layanan
administrasi kepegawaian.

Dalam konteks BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, kebutuhan terhadap pelayanan
kepegawaian yang berkualitas menjadi semakin penting karena ASN merupakan pengguna
utama berbagai layanan administrasi dan pengembangan kepegawaian. Data survei kepuasan
layanan periode Juli 2025 sampai April 2026 menunjukkan bahwa nilai rata-rata IKM berada
pada rentang 9,14-9,55 dan seluruhnya berada pada kategori sangat baik. Nilai tertinggi
tercatat pada Februari 2026 sebesar 9,55, sedangkan nilai terendah terdapat pada Agustus
2025 sebesar 9,14. Jumlah responden juga berfluktuasi, dari 46 responden pada Juli 2025
hingga 582 responden pada Januari 2026. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa secara
agregat pelayanan BKPSDM telah memperoleh penilaian sangat baik, tetapi variasi nilai
kepuasan antarperiode menunjukkan bahwa kualitas layanan tetap perlu dievaluasi secara
berkelanjutan.
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Kepuasan yang tinggi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek
penyelenggaraan pelayanan telah optimal. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat
persoalan pada kompetensi aparatur, disiplin kerja, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan
teknologi informasi. Pada aspek kompetensi, kemampuan pegawai dalam memberikan
informasi dan menyelesaikan layanan secara cepat dan tepat belum merata. Data internal
menunjukkan terdapat 96 pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang dinilai
sesuai dengan bidang pelayanan publik, sedangkan 50 pegawai lainnya memiliki latar
belakang pendidikan yang tidak secara langsung berkaitan dengan bidang tersebut. Selain itu,
kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi belum merata karena
keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan kesesuaian
kompetensi dan pengembangan keterampilan aparatur yang berpotensi memengaruhi
kualitas interaksi antara pemberi dan pengguna layanan.

Kompetensi aparatur menjadi penting karena pelayanan administratif tidak hanya
membutuhkan kemampuan menyelesaikan prosedur, tetapi juga pengetahuan, keterampilan,
ketepatan informasi, dan kemampuan merespons kebutuhan pengguna. Dalam konteks
penataan jabatan, PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2021 mengatur penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai bagian dari penataan birokrasi dan
penguatan profesionalitas jabatan. Penelitian Rahmawati (2024) dalam dokumen penelitian
menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas pelayanan publik. Namun, Ruspitasari (2024) menemukan bahwa kompetensi
pegawai tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan masyarakat pada
pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Timur. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan
bahwa kompetensi belum tentu secara langsung diterjemahkan menjadi kepuasan apabila
tidak disertai aspek pelayanan lain yang dirasakan pengguna.

Selain kompetensi, disiplin kerja merupakan faktor internal yang berpotensi
menentukan konsistensi dan ketepatan penyelenggaraan pelayanan. Disiplin mencerminkan
kepatuhan pegawai terhadap ketentuan organisasi, penggunaan waktu kerja, serta tanggung
jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Pada BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, data tahun
2025 menunjukkan bahwa 77% pegawai datang tepat waktu, sedangkan 23% tidak tepat
waktu. Pada indikator kepulangan, 72% pegawai pulang tepat waktu dan 28% tidak tepat
waktu. Meskipun tingkat kedisiplinan secara umum relatif baik, data tersebut menunjukkan
masih terdapat proporsi pegawai yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan waktu kerja.
Kondisi tersebut relevan dengan penelitian Prasetyo (2023) yang menunjukkan adanya
pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, tetapi berbeda dengan Ratmelia (2024)
yang menemukan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
kepuasan masyarakat. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan disiplin kerja
dan kepuasan pengguna masih perlu diuji dalam konteks layanan administrasi kepegawaian.

Faktor berikutnya adalah kualitas pelayanan. Dalam pelayanan publik, kualitas tidak
hanya berkaitan dengan kemampuan organisasi menyelesaikan suatu urusan, tetapi juga
dengan pengalaman pengguna selama proses pelayanan. Pada BKPSDM Kabupaten Kutai
Timur, masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana, antara lain ruang tunggu yang
terbatas, kenyamanan ruang pelayanan yang belum optimal, penggunaan kipas angin karena
belum tersedianya pendingin ruangan, serta kondisi tempat parkir yang belum tertata secara
optimal. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa capaian IKM yang sangat baik masih
perlu dibaca secara kritis karena kepuasan agregat dapat tetap tinggi meskipun terdapat
aspek pelayanan tertentu yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna. Penelitian
Hidayat (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna layanan, sedangkan Lestari (2022) menemukan bahwa beberapa dimensi
kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Temuan
yang tidak konsisten tersebut memperkuat kebutuhan untuk menguji kembali pengaruh
kualitas pelayanan pada konteks pelayanan kepegawaian di daerah.
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Transformasi digital juga mengubah cara organisasi pemerintah menyediakan layanan
kepada ASN. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses administrasi dilakukan
secara lebih cepat, terdokumentasi, mudah ditelusuri, dan mengurangi ketergantungan
terhadap dokumen fisik. Bahkan, UU Nomor 20 Tahun 2023 secara eksplisit memasukkan
digitalisasi manajemen ASN sebagai salah satu pokok pengaturan dalam pengelolaan ASN.
Namun, kondisi di BKPSDM Kabupaten Kutai Timur menunjukkan bahwa sebagian layanan
masih memerlukan proses manual dan penggunaan berkas fisik sehingga berpotensi
menimbulkan proses yang lebih lambat dan kurang efisien bagi pengguna. Penelitian Sari
(2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pengguna layanan, sedangkan Elizah (2019) menemukan bahwa
pemanfaatan sistem informasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan
masyarakat. Dengan demikian, keberadaan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan
kepuasan; efektivitasnya sangat mungkin bergantung pada kesesuaian sistem dengan
kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaan, serta integrasinya dengan proses pelayanan.

Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa kepuasan ASN sebagai pengguna layanan
merupakan konstruk yang bersifat multidimensional. Kompetensi aparatur berkaitan dengan
kapasitas penyedia layanan, disiplin kerja berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan tugas,
kualitas pelayanan merepresentasikan pengalaman pengguna terhadap proses dan fasilitas
layanan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berkaitan dengan kemampuan
organisasi menyediakan proses layanan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian sebelumnya
memperlihatkan bahwa masing-masing variabel telah dikaji dalam berbagai konteks, tetapi
hasilnya belum konsisten. Perbedaan temuan tersebut membentuk research gap yang penting
untuk diuji kembali, khususnya pada layanan administrasi kepegawaian yang memiliki
karakteristik pengguna internal berupa ASN.

Selain research gap, terdapat empirical gap pada BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Di
satu sisi, data survei menunjukkan tingkat kepuasan yang konsisten pada kategori sangat
baik; di sisi lain, observasi menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi,
persoalan disiplin waktu, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sebagian layanan yang
masih dilakukan secara manual. Dengan demikian, persoalan penelitian bukan semata-mata
mempertanyakan apakah ASN merasa puas terhadap layanan, tetapi mengidentifikasi faktor
mana yang secara empiris paling menentukan kepuasan tersebut. Pendekatan ini penting agar
evaluasi pelayanan tidak berhenti pada capaian IKM, tetapi dapat menjelaskan faktor internal
dan eksternal yang membentuk pengalaman pengguna layanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
kompetensi aparatur, disiplin kerja, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi
terhadap kepuasan Aparatur Sipil Negara sebagai pengguna layanan di BKPSDM Kabupaten
Kutai Timur. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan
kajian manajemen pelayanan publik dan manajemen ASN, sekaligus memberikan dasar bagi
BKPSDM Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan prioritas peningkatan kompetensi
aparatur, penguatan disiplin, perbaikan kualitas pelayanan, dan optimalisasi transformasi
digital. Dengan demikian, peningkatan kepuasan pengguna layanan dapat diarahkan tidak
hanya pada pencapaian skor survei yang tinggi, tetapi pada perbaikan nyata terhadap kualitas
dan efektivitas layanan kepegawaian.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian
eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji pengaruh
kompetensi aparatur, disiplin kerja, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi
terhadap kepuasan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengguna layanan. Pendekatan ini
memungkinkan setiap variabel penelitian diukur secara objektif melalui instrumen kuesioner,
kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah
dirumuskan. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti
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populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian
dan analisis data bersifat statistik. Sejalan dengan itu, Creswell (2021) menjelaskan bahwa
penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel yang dapat diukur
secara numerik. Dalam penelitian ini, hubungan kausal antarvariabel dianalisis menggunakan
regresi linear berganda

Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur yang berlokasi di Jl. Expo-Kawasan Perkantoran
Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
Pengumpulan data dilaksanakan pada Maret-April 2026. Populasi penelitian adalah ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang pernah menggunakan layanan
administrasi kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data
pengguna layanan pada periode Maret dan April 2026, terdapat 222 pengguna layanan pada
bulan Maret dan 229 pengguna layanan pada bulan April, sehingga jumlah populasi yang
menjadi dasar penentuan sampel sebanyak 451 orang.

Penentuan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
pemilihan sampel berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria
responden dalam penelitian ini adalah ASN yang berstatus PNS atau PPPK di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan pernah menggunakan layanan pada BKPSDM
Kabupaten Kutai Timur selama periode penelitian. Jumlah sampel ditentukan menggunakan
rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen. Berdasarkan populasi sebanyak 451 orang,
diperoleh jumlah sampel sebesar 81,85 yang kemudian dibulatkan menjadi 82 responden.
Dengan demikian, sebanyak 82 ASN yang memenuhi kriteria penelitian ditetapkan sebagai
responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan kuesioner. Studi
pustaka digunakan untuk memperoleh landasan konseptual dan hasil penelitian terdahulu
yang berkaitan dengan kompetensi aparatur, disiplin kerja, kualitas pelayanan, pemanfaatan
teknologi informasi, dan kepuasan pengguna layanan. Dokumentasi digunakan untuk
memperoleh data pendukung mengenai profil BKPSDM, struktur organisasi, standar
operasional prosedur pelayanan, data kepegawaian, laporan pelayanan, serta dokumen lain
yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, data primer diperoleh melalui kuesioner
tertutup yang disebarkan kepada responden menggunakan Google Form. Kuesioner disusun
berdasarkan indikator masing-masing variabel dan diisi secara mandiri oleh responden
berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan layanan BKPSDM Kabupaten Kutai
Timur.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu 1 = sangat tidak
setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Variabel independen dalam
penelitian terdiri atas kompetensi aparatur (X1), disiplin kerja (X2), kualitas pelayanan (X3),
dan pemanfaatan teknologi informasi (X4), sedangkan variabel dependen adalah kepuasan
ASN sebagai pengguna layanan (Y). Kompetensi aparatur diukur melalui indikator
pengetahuan kerja, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, dan profesionalisme. Disiplin
kerja diukur melalui ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab pekerjaan,
dan pemanfaatan jam kerja secara efektif. Kualitas pelayanan diukur melalui bukti fisik
(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), dan kemudahan prosedur.
Pemanfaatan teknologi informasi diukur melalui kemudahan penggunaan sistem, kecepatan
akses informasi, dan keamanan sistem informasi. Sementara itu, kepuasan ASN sebagai
pengguna layanan diukur melalui kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, kemudahan
akses layanan digital, dan responsivitas petugas.

Sebelum digunakan untuk analisis utama, instrumen penelitian diuji validitas dan
reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan
dalam mengukur konstruk yang diteliti. Item dinyatakan valid apabila nilai korelasi item lebih
besar daripada nilai r tabel pada tingkat signifikansi yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan
untuk mengetahui konsistensi internal instrumen menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.
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Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha memenuhi batas penerimaan
yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak statistik
SPSS. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis
deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan
jawaban pada masing-masing variabel penelitian. Analisis inferensial dilakukan
menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, disiplin
kerja, kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepuasan ASN
sebagai pengguna layanan. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

Y=a+bX; +bX; +b3X;+b X, + €

Keterangan: Y adalah kepuasan ASN sebagai pengguna layanan; a adalah konstanta; b, -
b, adalah koefisien regresi; X; adalah kompetensi aparatur; X, adalah disiplin kerja; X3 adalah
kualitas pelayanan; X, adalah pemanfaatan teknologi informasi; dan e adalah error.

Sebelum dilakukan analisis regresi, model diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi
uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan linearitas. Uji normalitas digunakan
untuk mengetahui distribusi residual dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan
untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antarvariabel independen. Uji
heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varians residual pada setiap
pengamatan, sedangkan uji linearitas digunakan untuk memastikan adanya hubungan linear
antara variabel independen dan variabel dependen.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F dan uji t dengan tingkat signifikansi 5 persen
(a = 0,05). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, disiplin kerja,
kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap kepuasan
ASN sebagai pengguna layanan. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hipotesis dinyatakan
didukung apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Selain itu, koefisien determinasi (R%)
digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi variasi kepuasan ASN sebagai pengguna
layanan yang dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur, disiplin kerja, kualitas pelayanan,
dan pemanfaatan teknologi informasi dalam model penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Responden

Hasil pengumpulan data melalui kuesioner menghasilkan 82 responden yang
seluruhnya memenubhi kriteria penelitian dan dapat digunakan dalam analisis. Karakteristik
responden disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir untuk
memberikan gambaran mengenai profil ASN yang menjadi pengguna layanan BKPSDM
Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik Kategori Frekuensi (n) Persentase (%)
Jenis Kelamin Laki-laki 53 64,6
Perempuan 29 35,4
Total 82 100,0
Usia 20-30 tahun 14 17,1
31-40 tahun 28 34,1
41-50 tahun 23 28,0
>51 tahun 17 20,7
Total 82 100,0
Pendidikan Terakhir SMA/K 7 8,5
Diploma 10 12,2
Sarjana (S§1) 47 57,3
S2/S3 18 22,0
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Total 82 100,0

Berdasarkan Tabel 1, dari 82 responden penelitian, mayoritas berjenis kelamin laki-laki,
yaitu sebanyak 53 orang (64,6%), sedangkan perempuan sebanyak 29 orang (35,4%).
Berdasarkan usia, responden terbanyak berada pada kelompok usia 31-40 tahun sebanyak
28 orang (34,1%), diikuti kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 23 orang (28,0%), usia lebih
dari 51 tahun sebanyak 17 orang (20,7%), dan usia 20-30 tahun sebanyak 14 orang (17,1%).
Sementara itu, berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar responden merupakan
lulusan Sarjana (S1), yaitu 47 orang (57,3%), diikuti lulusan S2/S3 sebanyak 18 orang
(22,0%), Diploma sebanyak 10 orang (12,2%), dan SMA/K sebanyak 7 orang (8,5%). Secara
keseluruhan, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian memiliki latar
belakang yang beragam, dengan dominasi laki-laki, kelompok usia 31-40 tahun, dan
pendidikan Sarjana (S1). Komposisi tersebut memberikan gambaran mengenai profil ASN
yang menjadi pengguna layanan BKPSDM Kabupaten Kutai Timur dan menjadi dasar untuk
memahami karakteristik sampel sebelum dilakukan analisis terhadap variabel penelitian.

Uji Validitas Instrumen
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam
instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan
membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Dengan jumlah responden sebanyak 82 orang
dan taraf signifikansi 5%, nilai rtabel yang digunakan adalah 0,1829. Item pernyataan
dinyatakan valid apabila nilai rhitung lebih besar daripada rtabel.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel No. rhitung rtabel Keterangan
Item
Kompetensi Aparatur (X1) 1 0,571 0,1829 Valid

0,628 0,1829 Valid
0,425 0,1829 Valid
0,464 0,1829 Valid
0,574 0,1829 Valid
0,566 0,1829 Valid
0,581 0,1829 Valid
0,620 0,1829 Valid
0,663 0,1829 Valid
0 0,612 0,1829 Valid
0,558 0,1829 Valid
0,565 0,1829 Valid
0,558 0,1829 Valid
0,573 0,1829 Valid
0,592 0,1829 Valid
0,564 0,1829 Valid
0,513 0,1829 Valid
0,628 0,1829 Valid
0,520 0,1829 Valid
0,661 0,1829 Valid
0,563 0,1829 Valid
0,683 0,1829 Valid
0,506 0,1829 Valid
0,445 0,1829 Valid
0,532 0,1829 Valid
0,604 0,1829 Valid
0,649 0,1829 Valid

Disiplin Kerja (X2)

Kualitas Pelayanan (X3)

OR[NV WIN|R|IONNUTD WIN|FR|P (O (N[|O U |W(N
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Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) 1 0,625 0,1829 Valid
2 0,701 0,1829 Valid
3 0,605 0,1829 Valid
4 0,516 0,1829 Valid
5 0,571 0,1829 Valid
6 0,573 0,1829 Valid

Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan 1 0,495 0,1829 Valid

¥
2 0,554 0,1829 Valid
3 0,636 0,1829 Valid
4 0,567 0,1829 Valid
5 0,759 0,1829 Valid
6 0,573 0,1829 Valid
7 0,681 0,1829 Valid

8 0,740 0,1829 Valid

Berdasarkan Tabel 2, seluruh butir pernyataan pada lima variabel penelitian memiliki
nilai rhitung lebih besar daripada rtabel sebesar 0,1829. Pada variabel Kompetensi Aparatur
(X1), nilai rhitung berada pada rentang 0,425-0,663. Variabel Disiplin Kerja (X2) memiliki
nilai rhitung antara 0,513-0,628, sedangkan Kualitas Pelayanan (X3) memiliki nilai antara
0,445-0,683. Selanjutnya, nilai rhitung pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)
berada pada rentang 0,516-0,701, sementara Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y)
memiliki nilai rhitung antara 0,495-0,759. Dengan demikian, seluruh item instrumen
memenuhi Kkriteria validitas karena nilai rhitung masing-masing item lebih besar daripada
rtabel. Tidak terdapat butir pernyataan yang harus dieliminasi, sehingga seluruh 41 item
dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Nilai korelasi tertinggi terdapat pada item
variabel Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y), yaitu sebesar 0,759, sedangkan nilai
terendah terdapat pada item variabel Kompetensi Aparatur (X1), yaitu sebesar 0,425. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan memiliki kemampuan yang memadai
dalam merepresentasikan konstruk yang diukur.

Uji Reliabilitas Instrumen
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal instrumen dalam
mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan nilai Cronbach’s Alpha,
dengan kriteria bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih
besar dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas terhadap seluruh variabel penelitian disajikan
pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

No. Variabel Cronbach’s Kriteria Keterangan
Alpha Minimal
1 Kompetensi Aparatur (X1) 0,740 0,60 Reliabel
2 Disiplin Kerja (X2) 0,735 0,60 Reliabel
3 Kualitas Pelayanan (X3) 0,739 0,60 Reliabel
4 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,738 0,60 Reliabel
(X4)
5 Kepuasan ASN sebagai Pengguna 0,754 0,60 Reliabel

Layanan (Y)

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih
besar dari 0,60, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel. Variabel Kompetensi
Aparatur (X1) memperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,740, Disiplin Kerja (X2) sebesar
0,735, Kualitas Pelayanan (X3) sebesar 0,739, Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) sebesar
0,738, dan Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y) sebesar 0,754. Nilai Cronbach’s
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Alpha tertinggi terdapat pada variabel Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y) sebesar
0,754, sedangkan nilai terendah terdapat pada variabel Disiplin Kerja (X2) sebesar 0,735.
Meskipun demikian, seluruh nilai berada di atas batas minimum 0,60. Dengan demikian,
seluruh butir pernyataan pada kelima variabel memiliki konsistensi internal yang memadai
dan layak digunakan untuk analisis data selanjutnya.

Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi
memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan One-
Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan diperkuat dengan pemeriksaan Normal P-P Plot.
Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi sebesar 0,05, yaitu residual
dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Parameter Unstandardized Residual
N 82

Mean 33,3902

Std. Deviation 3,74085

Most Extreme Differences - Absolute 0,199
Most Extreme Differences - Positive 0,106
Most Extreme Differences - Negative -0,199

Test Statistic 0,199
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200
Monte Carlo Sig. (2-tailed) 0,000

Berdasarkan Tabel 4, hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai
Test Statistic sebesar 0,199 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200*. Nilai tersebut
lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga berdasarkan kriteria Asymp. Sig., residual
dalam model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, model
regresi dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik dan analisis regresi berikutnya. Hasil
tersebut selanjutnya diperkuat melalui pemeriksaan Normal P-P Plot. Residual dikatakan
memenuhi asumsi normalitas apabila titik-titik pengamatan berada di sekitar dan mengikuti
arah garis diagonal. Berdasarkan hasil Normal P-P Plot penelitian, titik-titik residual
menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti pola garis tersebut. Kondisi ini memberikan
indikasi bahwa distribusi residual dalam model regresi mendekati distribusi normal. Catatan
penting: output yang Anda berikan juga mencantumkan Monte Carlo Sig. = 0,000, yang secara
statistik justru berada di bawah 0,05. Jadi, terdapat ketidakkonsistenan pada output yang
perlu diperhatikan. Jangan menulis bahwa “nilai signifikansi sebesar 0,199”; 0,199 adalah Test
Statistic, sedangkan Asymp. Sig. pada tabel adalah 0,200. Jika artikel akan dikirim ke jurnal,
sebaiknya gunakan satu metode pengujian yang konsisten dan periksa kembali output SPSS
asli, khususnya bagian Monte Carlo Sig. sebelum hasil final ditetapkan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi
antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak
menunjukkan gejala multikolinearitas karena kondisi tersebut dapat mengganggu ketepatan
estimasi koefisien regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance
Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai
Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.
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Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen Tolerance VIF Keterangan

Kompetensi Aparatur (X1) 0,325 3,074 Tidak terjadi
multikolinearitas

Disiplin Kerja (X2) 0,256 3,899 Tidak terjadi
multikolinearitas

Kualitas Pelayanan (X3) 0,323 3,097 Tidak terjadi
multikolinearitas

Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,333 2,999 Tidak terjadi

(X4) multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar
dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Kompetensi Aparatur (X1) memiliki nilai Tolerance
sebesar 0,325 dan VIF sebesar 3,074. Disiplin Kerja (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar
0,256 dan VIF sebesar 3,899. Kualitas Pelayanan (X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,323
dan VIF sebesar 3,097, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) memiliki nilai
Tolerance sebesar 0,333 dan VIF sebesar 2,999. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel
Disiplin Kerja (X2), yaitu sebesar 3,899, tetapi nilai tersebut masih berada di bawah batas 10.
Demikian pula seluruh nilai Tolerance berada di atas 0,10. Dengan demikian, model regresi
tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga Kompetensi Aparatur, Disiplin Kerja,
Kualitas Pelayanan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat digunakan secara bersama-
sama dalam analisis regresi untuk menjelaskan Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual
pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan lainnya dalam model regresi.
Pengujian ini menggunakan nilai Durbin-Watson (DW). Model regresi dinyatakan tidak
mengalami autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada di sekitar angka 2.
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model R R Adjusted R Std. Error of the Durbin-
Square  Square Estimate Watson
1 0,715 0,511 0,886 2,68311 1,842

Predictors: Kompetensi Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3),
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)
Dependent Variable: Kepuasan @ ASN  sebagai  Pengguna  Layanan (Y)

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,842. Nilai tersebut
berada di sekitar angka 2 sehingga menunjukkan bahwa residual antarobservasi tidak
menunjukkan adanya autokorelasi yang berarti. Dengan demikian, model regresi dalam
penelitian ini dapat dinyatakan tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga asumsi
independensi residual terpenuhi dan model dapat dilanjutkan pada tahap analisis regresi.
Catatan: nilai Adjusted R Square = 0,886 pada tabel yang Anda berikan perlu diperiksa kembali
pada output SPSS asli, karena secara matematis Adjusted R Square umumnya tidak lebih besar
daripada R Square = 0,511. Jika angka tersebut sebenarnya 0,488 atau angka lain, sebaiknya
diperbaiki sebelum tabel dimasukkan ke artikel. Untuk kesimpulan uji autokorelasi, nilai yang
paling relevan dari tabel ini adalah Durbin-Watson = 1,842.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan
varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah
model yang memiliki varians residual yang konstan atau homoskedastisitas. Dalam penelitian
ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Scatterplot. Model regresi
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dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila titik-titik residual menyebar secara
acak di sekitar garis atau nilai nol dan tidak membentuk pola tertentu.

Scatterplot
Dependent Variable: TOTAL_Y
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Gambar 1. Grafik Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa titik-titik pada grafik Scatterplot menyebar
secara acak di sekitar nilai 0 pada sumbu Regression Studentized Residual. Titik-titik tersebut
tidak membentuk pola tertentu, baik pola melebar, menyempit, bergelombang, maupun pola
sistematis lainnya sepanjang sumbu Regression Standardized Predicted Value. Penyebaran
titik yang tidak membentuk pola tertentu menunjukkan bahwa varians residual relatif
konstan pada seluruh pengamatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi
tidak mengalami gejala heteroskedastisitas atau memenuhi asumsi homoskedastisitas. Hasil
ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai
pengaruh Kompetensi Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan

(Y).

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya
pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam
penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh
Kompetensi Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi (X4) terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y). Hasil
analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel B Std. Error Beta t Sig.

Konstanta 11,836 4,104 - 0,447 0,656
Kompetensi Aparatur (X1) 0,563 0,148 0,060 3,427 0,001
Disiplin Kerja (X2) 0,471 0,220 0,122 2,778 0,007
Kualitas Pelayanan (X3) 0,391 0,166 0,331 2,358 0,001
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) 0,454 0,226 0,277 2,004 0,000

Dependent Variable: Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y)

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y=11,836 +0,563X1 + 0,471X2 + 0,391X3 + 0,454X4 + e

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh koefisien regresi variabel
independen bernilai positif. Artinya, peningkatan pada kompetensi aparatur, disiplin kerja,
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kualitas pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi secara teoritis diikuti oleh

peningkatan kepuasan ASN sebagai pengguna layanan, dengan asumsi variabel independen

lainnya tetap.

1. Konstanta (a) = 11,836
Nilai konstanta sebesar 11,836 menunjukkan nilai prediksi Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan ketika Kompetensi Aparatur, Disiplin Kerja, Kualitas Pelayanan, dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi berada pada nilai nol. Nilai konstanta terutama
berfungsi sebagai titik awal matematis dalam persamaan regresi.

2. Kompetensi Aparatur (X1) = 0,563
Koefisien regresi Kompetensi Aparatur sebesar 0,563 dan bernilai positif. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Kompetensi Aparatur diperkirakan
meningkatkan Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan sebesar 0,563 satuan, dengan
asumsi variabel Disiplin Kerja, Kualitas Pelayanan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
tetap. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur
cenderung diikuti peningkatan kepuasan pengguna layanan.

3. Disiplin Kerja (X2) = 0,471
Koefisien regresi Disiplin Kerja sebesar 0,471 dan bernilai positif. Artinya, setiap
peningkatan satu satuan Disiplin Kerja diperkirakan meningkatkan Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan sebesar 0,471 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya
konstan. Koefisien positif menunjukkan adanya hubungan searah antara disiplin kerja dan
kepuasan pengguna layanan.

4. Kualitas Pelayanan (X3) = 0,391
Koefisien regresi Kualitas Pelayanan sebesar 0,391 dan bernilai positif. Artinya, setiap
peningkatan satu satuan Kualitas Pelayanan diperkirakan meningkatkan Kepuasan ASN
sebagai Pengguna Layanan sebesar 0,391 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.
Dengan demikian, semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan ASN, semakin tinggi
kecenderungan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) = 0,454
Koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,454 dan bernilai positif.
Artinya, setiap peningkatan satu satuan Pemanfaatan Teknologi Informasi diperkirakan
meningkatkan Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan sebesar 0,454 satuan dengan
asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan
pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan cenderung diikuti oleh peningkatan
kepuasan ASN.

Secara deskriptif, koefisien regresi terbesar terdapat pada Kompetensi Aparatur
(0,563), diikuti Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,454), Disiplin Kerja (0,471), dan Kualitas
Pelayanan (0,391). Namun, besarnya koefisien B tidak dapat langsung digunakan untuk
menentukan variabel yang paling dominan, karena setiap variabel dapat memiliki skala
pengukuran yang sama tetapi perlu dibandingkan menggunakan Standardized Beta.
Berdasarkan nilai Beta yang tercantum dalam output, Kualitas Pelayanan memiliki Beta
terbesar (0,331), diikuti Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,277), Disiplin Kerja (0,122), dan
Kompetensi Aparatur (0,060).

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R?) dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model penelitian. Nilai R?
berada antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R% semakin besar proporsi variasi variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.
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Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 0,715 0,811 0,786 2,68311
Predictors: Kompetensi Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3),
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)
Dependent Variable: Kepuasan @ ASN  sebagai  Pengguna  Layanan (Y)

Berdasarkan Tabel 8, nilai R Square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa Kompetensi
Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi (X4) secara bersama-sama memiliki kemampuan menjelaskan variasi Kepuasan
ASN sebagai Pengguna Layanan (Y) sebesar 81,1%. Dengan demikian, sebesar 18,9% variasi
kepuasan ASN dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,786 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan
jumlah variabel independen dan ukuran sampel, kemampuan model dalam menjelaskan
variasi Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan adalah sebesar 78,6%. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang relatif besar
terhadap variasi kepuasan ASN sebagai pengguna layanan di BKPSDM Kabupaten Kutai Timur.

Namun, ada masalah penting pada angka yang Anda berikan: nilai R = 0,715 tidak
mungkin menghasilkan R Square = 0,811, karena secara matematis R? =R x R, sehingga 0,715
~ 0,511. Bahkan pada output sebelumnya Anda memberikan R = 0,715 dan R Square = 0,511.
Jadi, sangat mungkin angka 0,811 pada tabel ini adalah salah salin.

Jika output SPSS asli memang menunjukkan R = 0,715, maka tabel yang konsisten harus
menggunakan R Square = 0,511, bukan 0,811. Dalam kondisi tersebut, interpretasinya
menjadi 51,1%, sedangkan 48,9% dijelaskan oleh faktor lain. Saya sarankan jangan
memasukkan angka 81,1% ke artikel sebelum mengecek kembali output Model Summary
SPSS asli, karena ketidaksesuaian ini akan mudah terdeteksi oleh reviewer.

Uji Hipotesis
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri atas
Kompetensi Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi (X4) secara simultan berpengaruh terhadap Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan (Y). Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai
Fhitung dengan Ftabel serta memperhatikan nilai signifikansi pada taraf 5% (a = 0,05).
Variabel independen dinyatakan berpengaruh secara simultan apabila nilai signifikansi < 0,05
atau Fhitung Ftabel.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 579,184 4 144,796 20,113 0,000
Residual 554,328 77 7,199

Total 1.133,512 81

Dependent Variable: Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y)
Predictors: Kompetensi Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3),
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh nilai Fhitung sebesar 20,113 dengan nilai signifikansi
0,000. Nilai tersebut dibandingkan dengan F<sub>tabel</sub> sebesar 3,96 pada taraf
signifikansi 5%. Hasil menunjukkan bahwa Fhitung (20,113) > Ftabel (3,96) dan nilai
signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, HO ditolak dan Ha diterima, sehingga Kompetensi
Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan ASN sebagai pengguna
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layanan tidak hanya berkaitan dengan satu aspek pelayanan, tetapi merupakan hasil dari
keterkaitan berbagai faktor yang mencakup kapasitas aparatur, kedisiplinan dalam
menjalankan tugas, kualitas proses pelayanan, dan dukungan teknologi informasi.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara
parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai
thitung dengan ttabel atau dengan melihat nilai signifikansi pada taraf 5% (a = 0,05). Dengan
jumlah sampel sebanyak 82 responden dan empat variabel independen, derajat kebebasan
dihitung dengan rumus df =n -k -1 =82 - 4 - 1 = 77. Pada taraf signifikansi 5% untuk
pengujian dua arah, diperoleh nilai ttabel sebesar 1,991. Hipotesis dinyatakan diterima
apabila nilai thitung, ttabel atau nilai signifikansi < 0,05.

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Variabel B Std. Beta t<sub>hitung</sub> Sig. Keterangan
Error
Kompetensi 0,563 0,148 0,060 3,427 0,001 Positif dan
Aparatur (X1) signifikan
Disiplin Kerja 0,471 0,220 0,122 2,778 0,007 Positif dan
(X2) signifikan
Kualitas 0,391 0,166 0,331 2,358 0,001 Positif dan
Pelayanan (X3) signifikan
Pemanfaatan 0,454 0,226 0,277 2,004 0,000 Positif dan
Teknologi signifikan
Informasi (X4)

Dependent Variable: Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y).

Berdasarkan Tabel 10, Kompetensi Aparatur (X1) memperoleh nilai thitung sebesar
3,427, lebih besar daripada ttabel sebesar 1,991, dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan. Dengan demikian, hipotesis
yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan dinyatakan diterima.

Disiplin Kerja (X2) memperoleh nilai thitung sebesar 2,778, lebih besar daripada 1,991,
dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Disiplin Kerja
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna
Layanan. Dengan demikian, hipotesis mengenai pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kepuasan
ASN sebagai Pengguna Layanan dinyatakan diterima.

Selanjutnya, Kualitas Pelayanan (X3) memiliki nilai thitung sebesar 2,358, lebih besar
daripada 1,991. Berdasarkan data yang diberikan, nilai signifikansinya sebesar 0,001,
sehingga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Kualitas Pelayanan dinyatakan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan, sehingga hipotesis
penelitian diterima.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) memperoleh nilai thitung sebesar 2,004, lebih
besar daripada ttabel sebesar 1,991. Berdasarkan data yang diberikan, nilai signifikansinya
sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, Pemanfaatan Teknologi Informasi dinyatakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan,
sehingga hipotesis penelitian diterima.

Secara keseluruhan, hasil uji parsial menunjukkan bahwa keempat variabel
independen, yaitu Kompetensi Aparatur, Disiplin Kerja, Kualitas Pelayanan, dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan. Artinya, peningkatan pada masing-masing aspek tersebut secara
individual berkaitan dengan peningkatan kepuasan ASN terhadap layanan yang diberikan
oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Timur.
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Pembahasan
Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1) terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna
Layanan (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan. Temuan tersebut ditunjukkan
oleh nilai thitung sebesar 3,427 dengan signifikansi 0,001 < 0,05 serta koefisien regresi
sebesar 0,563. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur dalam
memberikan layanan administrasi kepegawaian, semakin tinggi pula kecenderungan
kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa
kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kepuasan ASN sebagai pengguna layanan dapat
diterima.

Temuan tersebut menjadi penting karena kompetensi aparatur dalam penelitian ini
tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan teknis menyelesaikan pekerjaan, tetapi
tercermin melalui pengetahuan Kkerja, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, dan
profesionalisme. Pada konteks pelayanan kepegawaian, kompetensi menjadi mekanisme yang
menghubungkan kapasitas internal pegawai dengan pengalaman pengguna layanan. ASN
sebagai pengguna layanan membutuhkan informasi yang benar, prosedur yang jelas, serta
penyelesaian administrasi yang tepat. Ketika aparatur memahami prosedur dan mampu
mengomunikasikan informasi secara jelas, ketidakpastian pengguna dapat dikurangi dan
proses pelayanan menjadi lebih mudah dipahami. Dengan demikian, pengaruh kompetensi
terhadap kepuasan dapat dipahami bukan hanya karena pegawai “mampu bekerja”, tetapi
karena kemampuan tersebut diterjemahkan menjadi ketepatan, kejelasan, dan kepastian
pelayanan

Hasil deskriptif memperkuat argumentasi tersebut. Indikator kompetensi secara
keseluruhan berada pada kategori baik hingga sangat baik dengan rentang rata-rata 4,1-4,4.
Indikator pengetahuan kerja, khususnya pemahaman pegawai terhadap prosedur pelayanan
kepegawaian, memperoleh skor tertinggi sebesar 4,4. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek
yang paling dirasakan pengguna adalah kemampuan aparatur memahami prosedur
pelayanan. Kondisi tersebut relevan dengan karakteristik layanan BKPSDM yang sebagian
besar bersifat administratif dan membutuhkan ketepatan prosedural. Sebaliknya, indikator
profesionalisme pada aspek kejujuran dan keadilan dalam memberikan pelayanan
memperoleh skor relatif lebih rendah, yaitu 4,1. Meskipun masih berada pada kategori baik,
temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi tidak cukup hanya diarahkan
pada penguasaan prosedur, tetapi juga perlu mencakup integritas, objektivitas, dan
kesetaraan perlakuan terhadap pengguna layanan

Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan pendekatan kompetensi yang
memandang pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik perilaku sebagai unsur yang
mendukung efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Dalam konteks ASN, kompetensi bahkan
menjadi salah satu komponen penting dalam pengukuran profesionalitas ASN. Sistem MyASN
BKN, misalnya, mengelompokkan kompetensi ASN ke dalam kompetensi manajerial dan
sosiokultural, literasi digital, serta emerging skills, yang menunjukkan bahwa kompetensi
aparatur berkembang mengikuti tuntutan pekerjaan dan transformasi pelayanan
pemerintahan. Oleh karena itu, kompetensi aparatur dalam pelayanan kepegawaian perlu
dipahami sebagai kemampuan yang bersifat dinamis, bukan sekadar kesesuaian pendidikan
formal dengan jabatan.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian empiris mengenai kompetensi
aparatur dalam pelayanan publik. Mahmuda, Saputra, dan Nurrahman menemukan bahwa
kompetensi aparatur berkaitan dengan kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
meskipun masih terdapat persoalan berupa ketidaksesuaian penempatan pegawai dengan
latar belakang pendidikan. Penelitian yang lebih baru mengenai pelayanan SPKT Polda Jawa
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Timur juga menemukan bahwa kompetensi petugas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pengguna layanan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa
kapasitas petugas merupakan salah satu faktor yang dapat diterjemahkan pengguna menjadi
pengalaman pelayanan yang lebih baik.

Namun, pengaruh kompetensi terhadap kepuasan tidak selalu bersifat konsisten pada
seluruh konteks pelayanan. Penelitian pada pelayanan administrasi kependudukan di
Kabupaten Pinrang, misalnya, menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak
berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, sementara kualitas pelayanan justru
berpengaruh positif dan signifikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi
aparatur tidak selalu menghasilkan kepuasan secara otomatis. Pengguna layanan pada
konteks tertentu mungkin lebih menilai aspek yang langsung mereka alami, seperti kecepatan,
kemudahan prosedur, fasilitas, dan kepastian hasil pelayanan. Dalam penelitian ini, pengaruh
kompetensi yang signifikan dapat dijelaskan oleh karakteristik responden yang merupakan
ASN dan pengguna layanan administrasi kepegawaian. Mereka relatif memahami prosedur
birokrasi dan dapat menilai secara langsung kemampuan petugas dalam memberikan
informasi serta menyelesaikan urusan kepegawaian.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman
bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor internal yang dapat membentuk kepuasan
pengguna melalui kualitas interaksi dan kepastian proses pelayanan. Kompetensi yang tinggi
memungkinkan aparatur memberikan informasi secara tepat, merespons kebutuhan
pengguna secara lebih cepat, serta mengurangi kesalahan dalam proses administrasi.
Sebaliknya, kompetensi yang tidak memadai berpotensi menghasilkan informasi yang tidak
konsisten, kesalahan administratif, dan kebutuhan pengguna untuk melakukan klarifikasi
berulang. Dalam pelayanan publik, kondisi tersebut dapat meningkatkan beban pengguna
meskipun organisasi telah memiliki prosedur pelayanan yang formal.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa BKPSDM Kabupaten Kutai Timur perlu
mempertahankan penguasaan aparatur terhadap prosedur pelayanan yang telah memperoleh
penilaian sangat baik sekaligus memperkuat aspek kompetensi yang relatif lebih lemah.
Program pengembangan kompetensi sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pelatihan
teknis administrasi, tetapi juga mencakup komunikasi pelayanan, etika, integritas, keadilan
pelayanan, literasi digital, dan penyelesaian masalah pengguna. Hal ini penting karena
kompetensi ASN perlu mengikuti perubahan tuntutan pelayanan dan perkembangan
teknologi. Dengan demikian, peningkatan kompetensi tidak berhenti pada peningkatan
kapasitas pegawai, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih akurat,
transparan, responsif, dan adil sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan ASN sebagai
pengguna layanan.

Pengaruh Disiplin Kerja (X2) terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Disiplin Kerja (X2) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y). Hasil tersebut
ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 2,778 yang lebih besar daripada ttabel sebesar 1,991,
dengan nilai signifikansi 0,007 < 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,471 yang bernilai positif
menunjukkan bahwa peningkatan disiplin kerja aparatur cenderung diikuti oleh peningkatan
kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa
disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan ASN sebagai pengguna layanan dinyatakan
diterima.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa disiplin kerja tidak hanya merupakan aspek
internal yang berkaitan dengan kepatuhan pegawai terhadap aturan organisasi, tetapi juga
dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan melalui ketepatan waktu, konsistensi
proses, kepatuhan terhadap prosedur, dan kepastian penyelesaian layanan. Dalam pelayanan
administrasi kepegawaian, pengguna membutuhkan kepastian bahwa petugas tersedia ketika
layanan dibutuhkan, menjalankan prosedur secara konsisten, dan menyelesaikan pekerjaan
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sesuai waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, disiplin aparatur menjadi salah satu
mekanisme yang menghubungkan perilaku internal pegawai dengan pengalaman pelayanan
yang diterima ASN.

Hasil deskriptif memperkuat temuan tersebut. Seluruh indikator Disiplin Kerja berada
pada kategori baik hingga sangat baik dengan nilai rata-rata 4,2-4,4. Indikator dengan nilai
tertinggi adalah pegawai tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi yang
mengganggu pekerjaan, dengan rata-rata 4,4. Temuan ini menunjukkan bahwa responden
menilai terdapat komitmen yang kuat dari aparatur untuk menjaga penggunaan waktu kerja
tetap berorientasi pada pelaksanaan tugas. Sebaliknya, indikator pemanfaatan jam kerja
secara efektif untuk menyelesaikan tugas pelayanan memperoleh rata-rata 4,2 dan menjadi
aspek yang relatif paling rendah. Meskipun masih berada dalam kategori baik, kondisi
tersebut mengindikasikan adanya ruang perbaikan pada aspek produktivitas waktu,
khususnya bagaimana waktu kerja diterjemahkan menjadi penyelesaian layanan yang cepat
dan konsisten.

Secara konseptual, disiplin kerja memiliki hubungan dengan kualitas pelaksanaan tugas
karena disiplin membentuk perilaku kerja yang teratur, konsisten, dan sesuai dengan
ketentuan organisasi. Dalam konteks ASN, kewajiban menaati ketentuan jam kerja dan
melaksanakan tugas secara bertanggung jawab merupakan bagian dari perilaku kedinasan.
Kerangka manajemen ASN juga menempatkan disiplin sebagai bagian dari pengelolaan
pegawai dan pembinaan profesionalitas aparatur. Oleh karena itu, disiplin dalam penelitian
ini tidak seharusnya dipahami sebatas persoalan kehadiran atau kepatuhan administratif,
tetapi sebagai mekanisme pengendalian perilaku kerja yang memastikan layanan berlangsung
secara konsisten.

Hubungan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kondisi empiris
BKPSDM Kabupaten Kutai Timur. Data kedisiplinan menunjukkan bahwa 77% pegawai
datang tepat waktu, sementara 23% belum datang sesuai ketentuan. Pada waktu kepulangan,
72% pegawai pulang tepat waktu dan 28% belum memenuhi ketentuan. Data tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan secara umum sudah cukup baik, tetapi belum
sepenuhnya optimal. Temuan penelitian bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan memberikan implikasi bahwa proporsi kecil pegawai yang belum disiplin
tetap perlu mendapat perhatian karena ketidakkonsistenan perilaku aparatur dapat
memengaruhi kepastian layanan yang dirasakan pengguna.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan
positif antara disiplin kerja dan kepuasan. Penelitian Rahman (2021), Nugroho (2022), dan
Hidayat (2024), sebagaimana dirujuk dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa disiplin kerja
berkaitan dengan peningkatan kepuasan melalui ketepatan waktu, kepatuhan terhadap
aturan, tanggung jawab, dan efektivitas penggunaan waktu kerja. Hasil tersebut memperkuat
argumentasi bahwa perilaku disiplin aparatur dapat menghasilkan pelayanan yang lebih
dapat diprediksi dan diandalkan oleh pengguna.

Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Ratmelia (2024) yang
menyatakan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Timur. Perbedaan
tersebut menunjukkan bahwa pengaruh disiplin terhadap kepuasan bersifat kontekstual.
Pada pelayanan perizinan yang berhadapan langsung dengan masyarakat umum, kepuasan
pengguna mungkin lebih banyak ditentukan oleh kecepatan prosedur, transparansi
persyaratan, biaya, atau kualitas fasilitas daripada perilaku disiplin internal petugas.
Sebaliknya, pada penelitian ini pengguna layanan merupakan ASN yang menggunakan
layanan administrasi kepegawaian. Mereka memiliki kebutuhan yang lebih spesifik terhadap
kepastian proses, ketepatan informasi, dan penyelesaian administrasi sehingga perilaku
disiplin petugas lebih mudah diterjemahkan menjadi pengalaman kepuasan.

Perbedaan tersebut juga memperlihatkan bahwa disiplin kerja tidak identik dengan
kepuasan pengguna, tetapi bekerja melalui kualitas proses pelayanan. Pegawai yang hadir
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tepat waktu tetapi tidak mampu menyelesaikan layanan secara efektif belum tentu
menghasilkan kepuasan yang tinggi. Demikian pula, kepatuhan terhadap SOP perlu diikuti
kemampuan mengelola waktu dan menyelesaikan kebutuhan pengguna. Temuan bahwa
indikator pemanfaatan jam kerja memperoleh skor relatif paling rendah mendukung
interpretasi tersebut. Dengan kata lain, tantangan BKPSDM bukan hanya mempertahankan
kepatuhan pegawai terhadap aturan, tetapi memastikan bahwa disiplin administratif benar-
benar dikonversikan menjadi produktivitas dan ketepatan pelayanan.

Implikasi praktis penelitian adalah perlunya BKPSDM Kabupaten Kutai Timur
mempertahankan budaya disiplin yang telah terbentuk sekaligus meningkatkan efektivitas
pemanfaatan jam kerja. Penguatan dapat dilakukan melalui optimalisasi presensi elektronik,
pemantauan ketepatan waktu penyelesaian layanan, evaluasi kinerja berbasis target
pelayanan, serta pemberian umpan balik secara berkala. Pengawasan tersebut sebaiknya
tidak hanya berfokus pada waktu kedatangan dan kepulangan pegawai, tetapi juga pada
output pelayanan yang dihasilkan selama jam kerja. Pendekatan demikian akan membuat
disiplin kerja lebih substantif, karena keberhasilannya diukur bukan hanya dari kepatuhan
terhadap jam kerja, tetapi dari kemampuan aparatur memberikan layanan yang tepat waktu,
konsisten, dan dapat diandalkan oleh ASN sebagai pengguna layanan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X3) terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan
v

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan (X3)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan (Y).
Hasil tersebut ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 2,358 yang lebih besar daripada ttabel
sebesar 1,991, dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,391 yang
bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan cenderung diikuti oleh
peningkatan kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, H3 yang
menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan ASN sebagai
pengguna layanan dinyatakan diterima.

Temuan ini semakin kuat apabila dilihat dari hasil analisis korelasi yang menunjukkan
bahwa Kualitas Pelayanan memiliki hubungan paling kuat dengan Kepuasan ASN (r = 0,671)
dibandingkan variabel independen lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi ASN
terhadap kualitas layanan merupakan aspek yang sangat dekat dengan pembentukan
kepuasan mereka. Temuan ini juga memberikan penekanan bahwa kepuasan pengguna
layanan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal aparatur, tetapi terutama oleh
bagaimana kapasitas tersebut diterjemahkan menjadi pengalaman pelayanan yang dirasakan
secara langsung oleh pengguna.

Pada tingkat indikator, dimensi kualitas pelayanan menunjukkan pola yang menarik.
Indikator kemudahan tahapan pelayanan untuk diikuti oleh pengguna layanan memperoleh
nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,4 dan berada pada kategori sangat baik. Sebaliknya,
indikator ketersediaan fasilitas pelayanan dalam kondisi baik dan layak digunakan
memperoleh rata-rata terendah sebesar 4,2, meskipun masih berada dalam kategori baik. Pola
ini menunjukkan bahwa kekuatan utama pelayanan BKPSDM Kabupaten Kutai Timur berada
pada aspek proses, khususnya kemudahan prosedur, sementara aspek fisik pelayanan masih
menjadi ruang perbaikan. Dengan kata lain, pengguna relatif puas terhadap cara pelayanan
diberikan, tetapi masih terdapat peluang untuk meningkatkan lingkungan tempat pelayanan
berlangsung.

Temuan tersebut relevan dengan konsep kualitas pelayanan yang menempatkan
kualitas sebagai evaluasi pengguna terhadap keunggulan pelayanan yang diterimanya. Dalam
model SERVQUAL, kualitas pelayanan umumnya dikaji melalui dimensi tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, dan empathy. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring
Consumer Perceptions of Service Quality Perspektif tersebut menjelaskan bahwa pengguna
tidak hanya menilai hasil akhir pelayanan, tetapi juga keandalan petugas, daya tanggap,
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jaminan pelayanan, perhatian terhadap pengguna, dan kondisi fasilitas yang mendukung
proses pelayanan.

Dalam konteks BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, kuatnya hubungan kualitas pelayanan
dengan kepuasan ASN dapat dipahami karena layanan kepegawaian pada dasarnya
merupakan layanan yang hasilnya sangat bergantung pada interaksi antara pengguna dan
penyedia layanan. ASN membutuhkan kejelasan persyaratan, prosedur yang mudah dipahami,
informasi yang akurat, respons petugas, serta kepastian penyelesaian administrasi. Ketika
unsur-unsur tersebut terpenuhi, biaya waktu dan usaha yang harus dikeluarkan pengguna
menjadi lebih rendah. Sebaliknya, prosedur yang tidak jelas, respons yang lambat, atau
fasilitas yang tidak memadai dapat meningkatkan beban pengguna dan pada akhirnya
menurunkan kepuasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2021) yang menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pegawai
pada instansi pemerintah. Hasil tersebut juga sejalan dengan Mulyani (2023) yang
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepegawaian berpengaruh positif terhadap
kepuasan ASN serta Pratama (2024) yang menempatkan kualitas pelayanan sebagai salah
satu faktor yang memengaruhi kepuasan ASN. Kesamaan temuan tersebut memperkuat
argumentasi bahwa kualitas pelayanan merupakan faktor yang konsisten relevan dalam
menjelaskan kepuasan pengguna layanan, meskipun karakteristik organisasi dan pengguna
dapat berbeda

Namun demikian, hasil penelitian ini perlu dibaca secara kritis karena tidak semua
penelitian menemukan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan. Penelitian yang
dipublikasikan dalam jurnal [Imiah Manajemen dan Kewirausahaan (2025), sebagaimana
dirujuk dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui
karakteristik pengguna dan konteks layanan. Penelitian tersebut berfokus pada masyarakat
sebagai pengguna layanan pada kantor desa, sedangkan penelitian ini melibatkan ASN sebagai
pengguna layanan administrasi kepegawaian. ASN sebagai pengguna internal memiliki
pengetahuan, pengalaman birokrasi, dan kebutuhan layanan yang berbeda dari masyarakat
umum. Oleh karena itu, aspek seperti kemudahan prosedur, ketepatan informasi, dan
responsivitas petugas dapat memiliki arti yang lebih besar dalam membentuk kepuasan ASN.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan bersifat kontekstual.
Kualitas pelayanan tidak dapat hanya dipahami dari standar yang ditetapkan penyelenggara,
tetapi perlu dilihat dari pengalaman dan kebutuhan kelompok pengguna tertentu. Dalam
penelitian ini, nilai korelasi sebesar 0,671 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki
keterkaitan yang relatif kuat dengan kepuasan ASN. Namun, hasil tersebut tidak berarti bahwa
peningkatan fasilitas fisik saja akan secara otomatis meningkatkan kepuasan. Justru hasil
deskriptif menunjukkan bahwa prosedur pelayanan telah menjadi kekuatan utama,
sedangkan fasilitas fisik merupakan aspek yang relatif lebih lemah. Oleh sebab itu, strategi
peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan pada mempertahankan kekuatan proses
sekaligus memperbaiki titik lemah fasilitas.

Implikasi praktis penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Kutai Timur
perlu mempertahankan kemudahan prosedur, kecepatan respons, dan keandalan pelayanan
yang telah memperoleh penilaian tinggi dari ASN. Pada saat yang sama, perbaikan perlu
diarahkan pada aspek tangibles, terutama ruang tunggu, kenyamanan ruang pelayanan,
fasilitas pendukung administrasi, dan kondisi sarana pelayanan. Perbaikan tersebut perlu
dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian,
peningkatan kualitas pelayanan tidak berhenti pada penyederhanaan prosedur, tetapi
mencakup keseluruhan pengalaman ASN selama berinteraksi dengan layanan BKPSDM.

Secara lebih luas, temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan merupakan
salah satu titik strategis dalam peningkatan kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Ketika
prosedur mudah dipahami, petugas responsif, informasi dapat dipercaya, dan fasilitas
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mendukung proses pelayanan, pengguna memperoleh pengalaman yang lebih pasti dan
nyaman. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan di BKPSDM Kabupaten Kutai Timur
sebaiknya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada pengalaman pengguna (user-
oriented service improvement), dengan memanfaatkan hasil survei kepuasan dan evaluasi
setiap dimensi pelayanan sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) terhadap Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan (Y)

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi
Informasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna
Layanan (Y). Berdasarkan hasil regresi, nilai thitung sebesar 2,004 lebih besar daripada ttabel
sebesar 1,991, dengan nilai signifikansi yang dilaporkan sebesar 0,000 < 0,05. Koefisien
regresi sebesar 0,454 dan bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian cenderung diikuti oleh peningkatan
kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa
Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna
Layanan dinyatakan diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian
tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung administrasi, tetapi telah menjadi bagian
dari pengalaman pelayanan yang dirasakan pengguna. Ketika informasi dapat diakses melalui
sistem digital, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih praktis, dan data kepegawaian
tersedia secara terintegrasi, pengguna memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan
kebutuhan layanan. Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
publik di Indonesia juga menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan dalam memodernisasi
pelayanan, mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan pada
akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna.

Hasil deskriptif memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai mekanisme
tersebut. Indikator keamanan sistem informasi, khususnya perlindungan data kepegawaian
dari akses pihak yang tidak berwenang, memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,4 dan
termasuk kategori sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kepercayaan terhadap
keamanan data menjadi salah satu kekuatan utama sistem informasi BKPSDM. Kondisi
tersebut penting karena layanan kepegawaian berhubungan dengan data personal dan
administratif ASN sehingga persepsi bahwa data terlindungi dapat mengurangi kekhawatiran
pengguna ketika memanfaatkan layanan digital.

Sebaliknya, indikator kecepatan akses informasi, khususnya kelancaran dan
responsivitas layanan online BKPSDM, memperoleh nilai rata-rata terendah sebesar 4,1,
meskipun masih berada pada kategori baik. Pola tersebut memperlihatkan adanya
kesenjangan antara keamanan sistem yang sudah relatif kuat dengan performa akses yang
masih dapat ditingkatkan. Artinya, keberadaan sistem digital dan tingkat keamanannya belum
cukup untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Sistem yang aman tetapi
lambat, tidak responsif, atau sulit diakses tetap dapat menimbulkan friksi bagi pengguna.
Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang kepuasan pengguna layanan pemerintahan
digital yang menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik bersifat multidimensional,
mencakup antara lain kemudahan, kenyamanan, aksesibilitas, privasi, keamanan, dan
dukungan pengguna.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model
(TAM) yang menempatkan perceived usefulness dan perceived ease of use sebagai faktor
penting dalam penerimaan teknologi. Dalam konteks pelayanan publik, sistem yang
dipersepsikan bermanfaat dan mudah digunakan lebih mungkin diterima serta digunakan
secara berkelanjutan oleh pengguna. Penelitian mengenai penerapan TAM pada administrasi
publik di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan
penggunaan berkaitan dengan sikap serta penggunaan layanan elektronik. Penelitian pada
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layanan administrasi kependudukan berbasis daring di Indonesia juga menggunakan TAM
untuk menjelaskan penerimaan pengguna terhadap layanan elektronik pemerintah.

Dengan demikian, pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap
kepuasan dalam penelitian ini dapat dipahami melalui mekanisme efisiensi dan kemudahan
pelayanan. Teknologi mengurangi kebutuhan pengguna untuk melakukan proses
administratif secara berulang, mempercepat pencarian informasi, dan memungkinkan
sebagian layanan diakses tanpa harus selalu hadir secara fisik. Akan tetapi, manfaat tersebut
hanya dapat dirasakan apabila sistem memiliki kualitas teknis yang memadai. Oleh karena itu,
hasil penelitian ini memberikan penegasan bahwa digitalisasi pelayanan tidak cukup diukur
berdasarkan jumlah layanan yang telah tersedia secara daring, tetapi juga berdasarkan
kualitas pengalaman pengguna ketika menggunakan layanan tersebut.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Andika (2022), Yusuf (2023), dan
Pratama (2024) sebagaimana dirujuk dalam penelitian ini, yang menunjukkan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi berkaitan positif dengan kepuasan pegawai atau ASN. Hasil
tersebut juga diperkuat oleh penelitian terbaru mengenai pemanfaatan teknologi informasi
dalam pelayanan publik yang menemukan keterkaitan antara pemanfaatan TI, kualitas
layanan, dan kepuasan pengguna. Pada konteks layanan digital, penelitian mengenai situs web
pemerintah juga menemukan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, yang kemudian berkaitan dengan niat untuk terus
menggunakan layanan.

Namun, hasil tersebut tidak berarti bahwa setiap bentuk digitalisasi secara otomatis
meningkatkan kepuasan pengguna. Penelitian berbasis TAM menunjukkan bahwa
penerimaan teknologi dapat berbeda bergantung pada karakteristik pengguna, persepsi
kemanfaatan, kemudahan penggunaan, serta konteks layanan. Studi mengenai aplikasi
Tangerang Live, misalnya, menunjukkan pentingnya persepsi perceived usefulness dan
perceived ease of use dalam menjelaskan niat penggunaan layanan publik digital. Dengan
demikian, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dapat dipahami karena teknologi tidak
berdiri sendiri sebagai faktor kepuasan; efektivitasnya bergantung pada kualitas sistem,
pengalaman pengguna, kesiapan organisasi, dan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan
layanan.

Dalam konteks BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, temuan tersebut memiliki implikasi
yang cukup penting. Nilai indikator keamanan sebesar 4,4 menunjukkan bahwa aspek
kepercayaan terhadap perlindungan data merupakan kekuatan yang perlu dipertahankan,
sedangkan nilai kecepatan akses sebesar 4,1 menunjukkan bahwa performa sistem masih
menjadi ruang peningkatan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi sebaiknya
tidak hanya berorientasi pada penambahan fitur, tetapi juga pada peningkatan system
performance, stabilitas jaringan, kecepatan respons, dan kemudahan penggunaan. Desain
layanan digital perlu diarahkan pada kebutuhan pengguna sehingga teknologi benar-benar
mengurangi waktu, usaha, dan ketidakpastian dalam proses pelayanan.

Implikasi praktisnya adalah BKPSDM Kabupaten Kutai Timur perlu melakukan
penguatan kapasitas server, peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan, pemeliharaan sistem
secara berkala, serta evaluasi pengalaman pengguna terhadap layanan digital. Pada saat yang
sama, standar keamanan data kepegawaian yang telah memperoleh penilaian sangat baik
perlu dipertahankan melalui pengendalian akses, autentikasi, pencadangan data, dan
pembaruan sistem keamanan. Perbaikan juga sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan
berdasarkan data keluhan dan umpan balik pengguna. Dengan pendekatan tersebut,
transformasi digital tidak sekadar memindahkan pelayanan dari kanal konvensional ke kanal
elektronik, tetapi benar-benar menghasilkan layanan kepegawaian yang lebih cepat, mudah,
aman, dan berorientasi pada kepuasan ASN.
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Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) Secara Simultan terhadap Kepuasan ASN
sebagai Pengguna Layanan (Y)

Hasil pengujian hipotesis kelima melalui uji F menunjukkan bahwa Kompetensi
Aparatur (X1), Disiplin Kerja (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai
Pengguna Layanan (Y). Nilai Fhitung sebesar 20,113 lebih besar daripada Ftabel sebesar 3,96,
dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, H5 diterima. Temuan ini
menunjukkan bahwa kepuasan ASN sebagai pengguna layanan administrasi kepegawaian
merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, karena terbentuk melalui kombinasi
kapasitas aparatur, perilaku kerja, kualitas proses pelayanan, dan dukungan teknologi
informasi.

Temuan simultan tersebut penting karena keempat variabel tidak bekerja dalam ruang
yang sepenuhnya terpisah. Kompetensi menyediakan kapasitas bagi aparatur untuk
memahami dan menyelesaikan kebutuhan pengguna, disiplin memastikan kapasitas tersebut
dijalankan secara konsisten, kualitas pelayanan menerjemahkan kemampuan internal
tersebut menjadi pengalaman pelayanan yang dirasakan pengguna, sedangkan teknologi
informasi menyediakan infrastruktur untuk mempercepat, mempermudah, dan
mengintegrasikan proses pelayanan. Penelitian mengenai pelayanan publik di Indonesia juga
menunjukkan bahwa kompetensi dan disiplin aparatur berkaitan dengan kualitas pelayanan,
sementara transformasi digital dapat memperkuat efisiensi dan pengalaman pengguna.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih
komprehensif dibandingkan jika kepuasan hanya dijelaskan melalui satu variabel. Aparatur
yang kompeten tetapi tidak disiplin berpotensi menghasilkan pelayanan yang tidak konsisten.
Sebaliknya, pegawai yang disiplin tetapi memiliki keterbatasan kompetensi dapat
menjalankan prosedur secara tertib tanpa mampu menyelesaikan kebutuhan pengguna
secara optimal. Demikian pula, kualitas pelayanan yang baik dapat sulit dipertahankan apabila
sistem informasi tidak mendukung proses administrasi secara cepat dan stabil. Oleh karena
itu, pengaruh simultan keempat variabel menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat
peningkatan kepuasan ASN sebagai bagian dari sistem pelayanan yang terintegrasi, bukan
sekadar sebagai persoalan perilaku individu pegawai.

Temuan tersebut juga dapat dijelaskan melalui hubungan antara kualitas pelayanan,
kompetensi, dan teknologi. Penelitian terbaru mengenai pelayanan publik menunjukkan
bahwa kompetensi aparatur dan teknologi dapat berhubungan dengan kepuasan pemangku
kepentingan melalui kualitas pelayanan sebagai mekanisme penting. Hal ini mengindikasikan
bahwa kompetensi dan teknologi memperoleh nilai bagi pengguna ketika keduanya mampu
diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih baik. Dalam konteks BKPSDM Kabupaten Kutai
Timur, mekanisme tersebut terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keempat
variabel secara individual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan ASN.

Dari sisi kualitas hubungan, Kualitas Pelayanan (X3) memiliki korelasi paling kuat
dengan Kepuasan ASN, yaitu r = 0,671, diikuti Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) sebesar
0,659, Disiplin Kerja (X2) sebesar 0,607, dan Kompetensi Aparatur (X1) sebesar 0,545. Pola
ini memperlihatkan bahwa pengalaman pelayanan yang diterima secara langsung merupakan
aspek yang sangat dekat dengan kepuasan pengguna. Temuan tersebut sejalan dengan
penelitian mengenai sistem informasi terintegrasi pada berbagai institusi pemerintah di
Indonesia yang menempatkan kualitas layanan sistem sebagai faktor yang berkaitan dengan
kepuasan dan loyalitas pengguna. Penelitian mengenai layanan publik digital di Indonesia juga
menunjukkan bahwa efisiensi, pemenuhan layanan, keamanan, dan ketersediaan merupakan
aspek penting dalam membentuk pengalaman dan kepuasan pengguna.

Namun demikian, perbedaan antara koefisien regresi dan koefisien korelasi perlu
ditafsirkan secara hati-hati. Koefisien regresi menunjukkan perubahan pada variabel
dependen ketika satu variabel independen berubah dengan variabel independen lainnya
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dikendalikan, sedangkan korelasi menunjukkan kekuatan hubungan bivariat tanpa
pengendalian terhadap variabel lain. Oleh karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa
Kompetensi Aparatur merupakan faktor “paling berpengaruh” hanya karena koefisien B-nya
sebesar 0,563. Untuk membandingkan dominasi antarvariabel dalam regresi berganda,
ukuran yang lebih tepat adalah Standardized Beta, dengan catatan output regresi yang
diberikan sebelumnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan antara nilai B, standard error,
t, dan Beta. Karena itu, klaim mengenai variabel paling dominan sebaiknya dihindari sampai
output SPSS asli diverifikasi.

Aspek koefisien determinasi juga perlu mendapat perhatian. Pada bahan penelitian
terdapat nilai R Square sebesar 0,811, yang diinterpretasikan sebagai kemampuan model
menjelaskan 81,1% variasi kepuasan ASN. Namun, pada output Model Summary sebelumnya
tercantum R=0,715 dan R Square = 0,511. Kedua angka tersebut tidak dapat digunakan secara
bersamaan karena secara matematis R? dari R = 0,715 adalah sekitar 0,511. Oleh sebab itu,
sebelum artikel dipublikasikan, nilai R Square harus dikonfirmasi melalui output SPSS asli.
Jika R = 0,715 memang benar, maka R Square yang konsisten adalah 0,511 atau 51,1%, bukan
81,1%. Konsekuensinya, proporsi variasi yang dijelaskan faktor di luar model adalah 48,9%.

Perbedaan tersebut penting secara substantif. Jika R yang benar adalah 0,511, model
tetap memiliki kemampuan penjelasan yang cukup berarti, tetapi tidak tepat menyatakan
bahwa keempat variabel menjelaskan “sebagian besar” variasi kepuasan sebesar 81,1%.
Sebaliknya, masih terdapat ruang yang cukup besar bagi variabel lain untuk menjelaskan
kepuasan ASN, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, keadilan
pelayanan, komunikasi organisasi, beban kerja, kemudahan prosedur, maupun faktor lain
yang belum dimasukkan dalam model. Dengan demikian, hasil penelitian ini sebaiknya
diposisikan sebagai model penjelas yang kuat tetapi tidak eksklusif.

Temuan simultan penelitian ini juga konsisten dengan perkembangan kajian pelayanan
publik digital. Literatur mengenai digital government menunjukkan bahwa kualitas sistem,
kualitas informasi, dan kualitas layanan merupakan dimensi penting dalam membentuk nilai
publik dan kepuasan pengguna. Pada saat yang sama, penelitian empiris di Indonesia
menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas
pelayanan, tetapi manfaat tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan teknis dan
kompetensi pengguna maupun aparatur. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi
tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa BKPSDM Kabupaten Kutai Timur perlu
menggunakan pendekatan perbaikan pelayanan secara terpadu. Peningkatan kompetensi
perlu diarahkan pada penguasaan prosedur, komunikasi pelayanan, pemecahan masalah,
integritas, dan literasi digital. Penguatan disiplin perlu diarahkan bukan hanya pada
kehadiran, tetapi juga pada ketepatan waktu penyelesaian layanan dan produktivitas selama
jam Kkerja. Kualitas pelayanan perlu diperbaiki melalui penyederhanaan prosedur,
peningkatan responsivitas, serta pemeliharaan fasilitas pelayanan. Sementara itu,
pemanfaatan teknologi perlu difokuskan pada stabilitas sistem, kecepatan akses, integrasi
data, kemudahan penggunaan, dan keamanan informasi.

Dengan demikian, peningkatan kepuasan ASN sebagai pengguna layanan tidak cukup
dilakukan melalui intervensi tunggal. Strategi yang lebih tepat adalah membangun ekosistem
pelayanan kepegawaian yang mengintegrasikan aparatur yang kompeten, disiplin kerja yang
konsisten, proses pelayanan yang berkualitas, dan teknologi informasi yang andal
Pendekatan terpadu tersebut memungkinkan BKPSDM tidak hanya meningkatkan kepuasan
pengguna dalam jangka pendek, tetapi juga membangun pelayanan administrasi kepegawaian
yang lebih konsisten, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan ASN.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur, Disiplin
Kerja, Kualitas Pelayanan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepuasan ASN
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sebagai Pengguna Layanan di BKPSDM Kabupaten Kutai Timur, dapat disimpulkan bahwa
keempat variabel tersebut secara individual maupun secara bersama-sama berperan dalam
meningkatkan kepuasan ASN sebagai pengguna layanan. Kompetensi aparatur yang
tercermin melalui pengetahuan kerja, pengalaman, kemampuan komunikasi, dan
profesionalisme terbukti berkontribusi terhadap kepuasan pengguna. Demikian pula,
disiplin kerja melalui ketepatan waktu, kepatuhan terhadap prosedur, tanggung jawab, dan
efektivitas penggunaan waktu kerja memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan ASN.

Kualitas pelayanan juga terbukti menjadi aspek penting dalam membentuk kepuasan
ASN, terutama melalui kemudahan prosedur, keandalan, daya tanggap, dan dukungan
fasilitas pelayanan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi
positif melalui kemudahan akses, kecepatan informasi, dan keamanan sistem dalam
mendukung pelayanan administrasi kepegawaian. Secara simultan, Kompetensi Aparatur,
Disiplin Kerja, Kualitas Pelayanan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh
signifikan terhadap Kepuasan ASN sebagai Pengguna Layanan. Temuan ini menunjukkan
bahwa peningkatan kepuasan ASN perlu dilakukan melalui pendekatan pelayanan yang
terintegrasi, dengan mengembangkan kapasitas aparatur, memperkuat disiplin kerja,
meningkatkan kualitas proses dan fasilitas pelayanan, serta mengoptimalkan sistem
pelayanan berbasis teknologi informasi.
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